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Disclaimer: Emission Reduction NDC in the energy sector
Target well achieved
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Target Realisasi

Target & Achievement

No Sektor
Emisi GRK 2010  
(Juta Ton CO2e)

Emisi GRK pada 2030
(Juta Ton CO2e)

Penurunan 
(Juta Ton CO2e)

BaU CM1 CM2 CM1 CM2

1. ENERGI 453.2 1,669 1,355 1,223 314 446

2. LIMBAH 88 296 285 256 11 40

3. IPPU 36 70 66.85 66 3 3.25

4. PERTANIAN 111 120 110 116 9 4

5. KEHUTANAN 647 714 217 22 497 692

TOTAL 1,334 2,869 2,034 1,683 834 1,185

▪ Annual targets of emission reduction in the energy 

sector have been achieved. Well done!

▪ Emission projections in 2030 by Outlook Energi

Indonesia (2020) are far below the maximum derived 

from the Paris Agreement. This is great

▪ There is no need to make the energy production more 

expensive by using claim of emission reduction! 
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“Bahwa dalam pembangunan negara dan 
masyarakat, (apabila) bagian tenaga  nasional 
dan kapital nasional makin lama makin besar, 
bantuan tenaga asing dan kapital asing sesudah 
sampai pada satu tingkat makin lama makin 
berkurang”
(Mohammad Hatta – Bung Hatta Menjawab, hal 202-203)



• Kedaulatan energi

• Kemandirian energi

• Ketahanan energi
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MK: Penguasaan
dan Tata Kelola

Kemandirian energi adalah 

suatu kondisi terjaminnya 

ketersediaan energi dengan 

memanfaatkan semaksimal 

mungkin potensi dari sumber 

dalam negeri (termasuk 

kekuatan tenaga, modal dan 

kekayaan alam nasional).
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KedaiPena.Com – Anggota Komisi III DPR RI, Taufikqulhadi 
membenarkan,Â pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 
yang menyebutkan bahwa pembuatan Undang-undang dapat diorder.
“Saya sepakat dengan pernyataan ibu Susi. Bukan tidakÂ mungkin undang-
undangÂ Â itu diorder oleh pihak yangÂ hanya mementingkan dirinya saja dan 
untuk kepentingan asing,” papar Taufik kepada KedaiPena.Com, Selasa (9/5).
Taufik mengatakan, Â sering Â terjadinyaÂ pembuatanÂ pasal yang diorder 
padaÂ Undang-undang, biasanyaÂ kerap dilakukan olehÂ oknum anggota DPR 
dan oknum pejabat pemerintah yang tidak memiliki integritas.
“Karena itu, persoalan integritas ini penting sekali bagi anggota DPR dan pejabat 
pemerintah. Sekiranya rasa memiliki terhadap bangsanya tidakÂ ada, Â lama-
kelamaan kita akanÂ menemukan aturan-aturanÂ tidak punya komitmen 
terhadap kepentingan bangsa dan negara,” Â beber dia.
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"Banyak UU kita diongkosi oleh asing, pembuatan peraturan UU 
diongkosi asing, world bank memberi dana, ada UU sumber daya air yang 
membuka privatisasi asing," tegas Direktur Institut Hijau Indonesia, 
Chalid Muhammad di warung Dapur Selera, Jakarta, Minggu (14/7).

https://www.merdeka.com/tag/j/jakarta/
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Meneguhkan status quo pelanggaran:

Ketika Undang-Undang Migas 

melawan UUD 1945

Gejala pergeseran Negara 
Hukum menjadi Hukum
Rimba?
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Gejala pergeseran Negara 
Hukum menjadi Hukum
Rimba?

JAKARTA, DDTCNews – Di luar dugaan, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 10 

ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan 

putusan itu, MK kembali membatalkan usaha privatisasi listrik yang dijalankan pemerintah.

Keputusan MK tersebut diumumkan Rabu, (14/12). “Menyatakan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 

ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945,” 

demikian bunyi salinan putusan MK sebagaimana dikutip DDTCNews dari laman MK, Kamis 

(15/12).

Pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 yang dibatalkan itu selengkapnya berbunyi: “Usaha 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara terintegrasi.”
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Gejala pergeseran Negara 
Hukum menjadi Hukum
Rimba?

Putusan MK: Izin Tambang di UU Minerba 
Bertentangan UUD 1945
CNN Indonesia

Baca artikel CNN Indonesia "Putusan MK: Izin Tambang di UU Minerba 
Bertentangan UUD 1945" selengkapnya di 
sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027150644-12-
713128/putusan-mk-izin-tambang-di-uu-minerba-bertentangan-uud-1945.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027150644-12-713128/putusan-mk-izin-tambang-di-uu-minerba-bertentangan-uud-1945
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IV.1.6 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI

UU RI 17/2007 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2005–2025

(Mukhtasor, 2016) 18(Mukhtasor, 2016) 18
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Pendahulan pada Penjelasan



KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

31%

20%

25%

24%

1.000 
MTOE

23%

25%

30%

22%

400 
MTOE

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

2021* 

2050

2025

KEN 2025 2050

BAURAN EBT 23% 31%

PENYEDIAAN ENERGI 

PRIMER

> 400 

MTOE

> 1.000 

MTOE

KAPASITAS 

PEMBANGKIT
> 115 GW > 430 GW

ELASTISITAS ENERGI < 1 < 1

KONSUMSI LISTRIK

/KAPITA/YEAR

2.500 

kWh

7.000 

kWh

RASIO ELEKTRIFIKASI 100% 100%

PEMANFAATAN 

ENERGI PRIMER
1,4 

TOE/kapita

3,2  
TOE/kapita

MINYAK BUMI

EBT

BATUBARA

GAS BUMI

12,16%

32,24%

37,19%

18,87%

210

MTOE
*) Handbook of Energy & 
Economic Statistics of Indonesia 
2021



TOTAL CADANGAN 

MINYAK, GAS BUMI, 

dan CBM 

INDONESIA 

TOTAL 

PEMANFAATAN

11,6 GW

(2,77%)

KONDISI KEENERGIAN NASIONAL

*MINYAK BUMI

*GAS BUMI

**COAL BED 
METHANE (CBM)

*BATUBARA
Sumber : 
*HEESI 2021, KESDM
** Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi, 
Badan Geologi, KESDM (2018)
Diolah oleh DEN (2022)

OCEAN

GEOTHERMAL

BIOENERGY

WIND

HYDRO

SOLAR

17,9 GW

23,9 GW

32,6 GW

60,6 GW

75 GW

207,8 GW

TOTAL 

POTENSI ET

INDONESIA

417,8 GW

4.17 
Billion BBL

62,39 TSCF

71,87 TCF

38.805,48 
Juta Ton 

0 MW
(0%)

2.286 MW
(9,6%)

2.284,4 MW
(7%)

154,3 MW
(0,25%)

6.601,7 MW
(8,8%)

225 MWp
(0,1%)

BBM 70.2 Juta KL
LPG 8,5 Juta MT

6.668
BBTUD 

133
Juta Ton 

TOTAL 

PEMANFAATAN 
MIGAS DAN 

BATUBARA

--

INDONESIA KAYA AKAN SUMBER DAYA ENERGI YANG BELUM TERMANFAATKAN SECARA OPTIMAL

Konsumsi energi di indonesia akan terus bertambah seiring dengan

pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan pada tahun 2025 mencapai 400

mtoe, dan 2050 mencapai 1.000 mtoe.

Pemenuhan energi di indonesia masih didominasi oleh batubara dan

minyak bumi. Minyak bumi sendiri sebagian masih diimpor yaitu minyak

mentah sebesar 104 juta barel dan BBM sebesar 22 juta KL, sedangkan

impor batubara sebesar 14,5 juta ton (2021).



9.19%

34.97%

37.31%

18.52%

218

MTOE

MINYAK BUMI

EBT

BATUBARA

GAS BUMI

Sumber: RUEN, HEESI 2021

8.41 11.73 12.45 17.65 20.05 22.74 25.27

9.83% 10.43% 10.93% 11.61% 12.26%
13.41%

14.52%
15.69%

4.97%
6.13% 6.66%

8.61% 9.18%

11.28%
12.16%
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18%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Target
RUEN
2022

Capaian (MTOE) Target EBT dalam Bauran Capaian

ENERGI 

PRIMER

2018 2019 2020 2021 2022

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET

EBT
28,93 17,65 32,75 20,05 38,56 22,69 44,65 25,27 51,32

11,58% 8,60% 12,20% 9,19% 13,42% 11,27% 14,52% 12,16% 15,69%

MINYAK 

BUMI

79,35 79,41 81,46 76,29 82,88 65,94 86,46 69,45 89,22

31,75% 38,72% 30,35% 34,97% 28,84% 32,75% 28,12% 33,40% 27,27%

BATUBARA
88,47 67,67 97,64 81,39 104,89 77,55 109,02 78,23 112,88

35,40% 32,99% 36,38% 37,31% 36,49% 38,52% 35,46% 37,62% 34,50%

GAS BUMI
53,19 40,36 56,54 40,40 61,08 35,16 67,32 34,97 73,72

21,28% 19,68% 21,06% 18,52% 21,25% 17,46% 21,90% 16,82% 22,53%

TOTAL

(MTOE)
249,93 205,08 268,39 218,12 287,40 201,34 307,45 207,92 327,14

2017 2018 2019 2020 2021*2018 2019 2020 2021 TARGET 2022

MTOETARGET DAN CAPAIAN BAURAN EBT

PERKEMBANGAN CAPAIAN BAURAN ENERGI PRIMER TAHUN 2018 – 2021 DAN TARGET RUEN 2022

8.60%

38.72%

32.99%

19.68%

205

MTOE

11.27%

32.75%

38.52%

17.46%

201

MTOE

12.16%

33.40%

37.62%

16.82%

207

MTOE

15.69%

27.27%

34.50%

22.53%

327

MTOE
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Keraguan terhadap komitmen 
pemerintah menyusul surat 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) kepada 
Kementerian PPN/Bappenas yang 
menyebutkan untuk rencana 
produksi pada 2017 mencapai 
477,91 juta ton atau lebih tinggi 64,9 
juta ton dari data RPJMN untuk 
2017 yaitu 413 juta ton.

Berulang-ulang:

Kementrian ESDM melanggar  

Perpres 22/2017 tentang Rencana 

Umum Energi Nasional (RUEN)  

atau aturan perundangan yang lebih 

tinggi.

Tatakelola yang Pabaliut?
Perpres melawan PP ?
Permen melawan Perpres?



• Kedaulatan energi

• Kemandirian energi

• Ketahanan energi
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MK: Penguasaan
dan Tata Kelola

Kemandirian energi adalah

suatu kondisi terjaminnya

ketersediaan energi dengan

memanfaatkan semaksimal

mungkin potensi dari sumber

dalam negeri (termasuk

kekuatan tenaga, modal dan 

kekayaan alam nasional).

2



• Kedaulatan energi

• Kemandirian energi

• Ketahanan energi

28

Kemandirian energi adalah

suatu kondisi terjaminnya

ketersediaan energi dengan

memanfaatkan semaksimal

mungkin potensi dari sumber

dalam negeri (termasuk

kekuatan tenaga, modal dan 

kekayaan alam nasional).

Technology provider Technology user

2
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Technology provider Technology user

If the keyword is “creating added value”,                                                   
then who will get benefits most in an application of a technology?                                               
Who will get meat and who will get bone ?



How do we view the energy technology?  

• The reference countries develop technologies 
and associated industries before harvesting 
them.

• They are not only committed to the emission 
reduction, but they also develop RE technology 
and associated industry as new sources of 
income.

The aim of the policy on energy management:
→Kemandirian energi (Energy Independence) 
→Ketahanan energi Energy security/residency)
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Peningkatan daya saing melalui pembangunan
industri energi dalam negeri semakin relavan.



Padahal UU 30/2007 mengamanatkan peran
lintas sektoral DEN.
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Kolaborasi untuk meningkatkan
konten industri nasional.

Migas mendorong:
- Penyerapan tenaga kerja
- Peningkatan nilai tambah dari

daya saing
- Peningkatan manfaat

perekonomian –multiplier 
effects
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MK: Penguasaan
dan Tata Kelola

Kemandirian energi adalah

suatu kondisi terjaminnya

ketersediaan energi dengan

memanfaatkan semaksimal

mungkin potensi dari sumber

dalam negeri (termasuk

kekuatan tenaga, modal dan 

kekayaan alam nasional).

3
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3





Memahalkan harga energi
dan memperbanyak impor
teknologi dan financing 
bukanlah resep yang baik.
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• Kepentingan asing

• Oligarki

• Lupa diri

• Perburuan rente

Perjalanan bangsa dalam labirin gelap



Beberapa Catatan untuk stakeholder migas Indonesia

1. Tetap optimis, rasional dan terukur. Migas bukan anak tiri. Migas tetap penting. Migas
masih kebutuhan dalam jangka panjang, bahkan nanti 20250 sekalipun. Karena itu
narasi penurunan emisi tidak dalam konteks meninggalkan industri migas sama sekali, 
yang dalam prakteknya dunia internasional tidak bisa benar-benar meninggalkannya.

2. Prinsip kedaulatan energi dapat menjamin kepastian hukum dalam industri migas, dan 
mendorong tercapainya ketahanan dan kemandirian energi, yang pada giliriannya
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

3. Prinsip kemandirian energi memperkuat pelaksanaan paradigma energi sebagai modal 
pembangunan, agar pembangunan migas dapat memperluas lapangan kerja, nilai
tambah dari daya saing nasional, serta pengembangan perekonomian.

4. Prinsip ketahanan energi menuntun kita lebih komprehensif dan obyektif, bahwa
tujuan pembangunan energi harus sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SGDs), sehingga Indonesia tidak terjebak pada ketergantungan dari diplomasi energi.




